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ABSTRAK

Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk
memberikan rasa aman bagi kreditor apabila terjadi wanprestasi oleh debitor
melalui eksekusi. Hak Tanggungan. Namun upaya hukum dari debitor berupa
permohonan restrukturisasi kredit dan gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi
hak tanggungan ditangguhkan sering menimbulkan permasalahan baru sehingga
tidak memberikan kepastian hukum kepada kreditor dalam pelaksanaan eksekusi
hak tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan
dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan
pendekatan kasus.

Upaya hukum yang diajukan debitor kepada kreditor terhadap pelaksanaan
eksekusi lelang hak tanggungan pada prinsipnya tidak dapat menangguhkan
pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Debitor hanya dapat mengajukan gugatan
penangguhan lelang eksekusi hak tanggungan apabila didasarkan pada adanya cacat
hukum pada perjanjian kredit atau perjanjian pengikatan hak tanggungan.
Perlawanan yang diajukan debitor kepada kreditor untuk menunda/menangguhkan
pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan menyebabkan kreditor tidak
mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksariaan eksekusi lelang hak tanggungan.
Ratio Deecidendi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2859K/PDT/2011 adalah restrukturisasi kredit didasarkan pada kesepakatan antara
kreditur dengan debitur yang yang sifatnya tidak memaksa. Apabila salah satu
pihak tidak menyetujui adanya restrukturisasi maka restrukturisasi kredit tidak
terjadi sehingga dengan demikian tidak adanya restrukturisasi kredit tidak dapat
dijadikan alasan untuk menunda eksekusi hak tanggungan.

Saran pada penelitian ini yaitu diperlukan adanya peraturan khusus tentang
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perlawanan agar gugatan perlawanan dapat segera
diputus dalam waktu yang cepat untuk memberikan kepastian hukum kepada
kreditor dalam melaksanakan eksekusi lelang hak tanggungan seperti Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana. Kemudian kepada Hakim diharapkan mampu memberikan
putusan yang konsisten sehingga antara putusan hakim yang satu dengan putusan
hakim yang lainnya mampu mencerminkan adanya suatu kepastian hukum.

Kata Kunci : Eksekusi Hak Tanggungan, Restrukturisasi Kredit



ABSTRACT

Underwriting rights in credit agreements have the function to provide
creditors with a sense of security in the event of default by the debtor through the
execution of mortgage rights. However, the legal efforts of debtors in the form of
loan restructuring requests and lawsuits so that the auction execution of deferred
mortgage rights often creates new problems so that they do not provide legal
certainty to creditors in the execution of mortgage rights. The research method used
is normative legal research, namely legal research conducted by examining library
materials or secondary legal materials while the problem approach is carried out
using-a law approach, conceptual approach and case approach.

Legal remedies submitted by the debtor to the creditor for the execution of
the auction of mortgage rights in principle cannot suspend the execution of
mortgage rights. The debtor can only file a lawsuit to suspend the execution of the
mortgage rights if it is based on a legal defect in the credit agreement or the
mortgage agreement. Resistance submitted by the debtor to the creditor to delay /
suspend the execution of the auction auction rights causes the creditor to not get
legal certainty in the execution of the mortgage rights auction. Ratio Deecidendi in
the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2859K /
PDT /2011 is a credit restructuring based on an agreement between creditors and
debtors whose nature is not compelling. If one of the parties does not approve the
restructuring, the credit restructuring does not occur so that the absence of a loan
restructuring cannot be used as an excuse to delay the execution of mortgage rights.

Suggestions in this study are that there is a need for a special regulation on
the Procedure for Settlement of Resistance Lawsuits so that a lawsuit can be
immediately decided in a timely manner to provide legal certainty to creditors in
carrying out the auction of morigage rights such as the Supreme Court Regulation
No. 2 0f 2015 concerning Procedures for Settlement Simple lawsuit. Then the Judge
is expected to be able to provide a consistent decision so that between one judge's
decision and another judge's decision can reflect the existence of a legal certainty.

Keywords: Morigage Rights Execution, Credit Restructuring
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1)

2)

KESIMPULAN

Upaya hukum yang diajukan debitor kepada kreditor terhadap pelaksanaan eksekusi lelang
hak tanggungan pada prinsipnya tidak dapat menangguhkan pelaksanaan eksekusi hak
tanggungan. Debitor hanya dapat mengajukan gugatan penangguhan lelang eksekusi hak
tanggungan apabila didasarkan pada adanya cacat hukum pada perjanjian kredit atau
perjanjian pengikatan hak tanggungan. Perlawanan yang diajukan debitor kepada kreditor
untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan menyebabkan
kreditor tidak mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi lelang hak

tanggungan.

Ratio Deecidendi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2859K/PDT/2011 adalah restrukturisasi kredit didasarkan pada kesepakatan antara kreditur
dengan debitur yang yang sifatnya tidak memaksa. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui
adanya restrukturisasi maka restrukturisasi kredit tidak terjadi sehingga dengan demikian
tidak adanya restrukturisasi kredit tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi hak

tanggungan.
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